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3.3. Peran minyakPeran minyak bumibumi dalamdalam penyediaanpenyediaan energienergi nasionalnasional masihmasih
dominandominan sedangkansedangkan cadangannyacadangannya relatifrelatif terbatasterbatas
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1970
M.Bumi: 88%
G.Bumi : 6%
B.Bara : 1%
T.Air : 5%
P.Bumi : 0%

1970
M.Bumi: 88%
G.Bumi : 6%
B.Bara : 1%
T.Air : 5%
P.Bumi : 0%

2002
M.Bumi: 54%
G.Bumi : 23%
B.Bara : 17%
T.Air : 4%
P.Bumi : 2%

20022002
M.M.BumiBumi: 54%: 54%
G.G.BumiBumi : 23%: 23%
B.B.BaraBara : 17%: 17%
T.AirT.Air : 4%: 4%
P.P.BumiBumi : 2%: 2%

PertumbuhanPertumbuhan RataRata--rata rata energienergi primer 1970primer 1970--2002 = 2002 = ++ 10 %/year10 %/year
PeranPeran MinyakMinyak BumiBumi masihmasih dominan dominan 
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Rumah Tangga
& Komersial

Transportasi

Industri

Sektor

2542.432169.730

13.463 – 40.389

29.153 – 58.307

(Ribu SBM)

Potensi Konservasi

10 – 30134.630

15 – 30194.356

(%)

Konsumsi Total

(Ribu SBM)

5. Potensi konservasi energi di semua sektor memiliki peluang penghematan
yang sangat besar yaitu antara 10% – 30% 

5. Potensi konservasi energi di semua sektor memiliki peluang penghematan
yang sangat besar yaitu antara 10% – 30% 

Tahun 2002Tahun 2002
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Isu-isu kritis energiIsu-isu kritis energi

qq

qq

AdanyaAdanya ketergantunganketergantungan yang yang masihmasih tinggitinggi terhadapterhadap
energienergi fosilfosil, , sedangkansedangkan cadangancadangan energienergi fosilfosil sangatsangat
terbatas terbatas 

PotensiPotensi energienergi nonnon--fosilfosil//energienergi terbarukanterbarukan cukupcukup
besarbesar tetapitetapi pemanfaatannyapemanfaatannya masihmasih kecilkecil karenakarena
beberapabeberapa kendalakendala a.l.:a.l.:
•• BiayaBiaya investasiinvestasi tinggitinggi

•• HargaHarga energienergi terbarukanterbarukan belumbelum dapatdapat bersaingbersaing
dengandengan hargaharga energienergi fosilfosil

•• KemampuanKemampuan SDM SDM relatifrelatif rendahrendah terutamaterutama untukuntuk
energienergi terbarukanterbarukan yang yang belumbelum komersialkomersial

•• KemampuanKemampuan jasajasa dandan industriindustri energienergi kurangkurang
mendukungmendukung
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KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

Munculnya permasalahan yang dihadapi
dan dengan paradigma baru yang 
menekankan pada pengembangan dan
pemanfaatan energi yang menjamin
“ ” dan mendapatkan
“ yang tinggi, maka
disusunlah “

Munculnya permasalahan yang dihadapi
dan dengan paradigma baru yang 
menekankan pada pengembangan dan
pemanfaatan energi yang menjamin
“ ” dan mendapatkan
“ yang tinggi, maka
disusunlah “

security of supply
nilai tambah”

Kebijakan Energi Nasional
(KEN)”

security of supply
nilai tambah”

Kebijakan Energi Nasional
(KEN)”
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Sasaran
Meningkatnya peran bisnis energi yang mengarah kepada mekanisme
pasar.

Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 90% pada tahun 2020.

Meningkatnya pangsa energi terbarukan non-hidro skala besar
menjadi sekurang-kurangnya 5% pada tahun 2020.

Terwujudnya infrastruktur energi yang mampu memaksimalkan akses
masyarakat terhadap energi.

Meningkatnya kemitraan strategis antara perusahaan energi domestik
dengan internasional.

Menurunnya intensitas penggunaan energi sebesar 1% per tahun. 

Meningkatnya penggunaan kandungan lokal dan peran sdm nasional
dalam industri energi.

Meningkatnya peran bisnis energi yang mengarah kepada mekanisme
pasar.

Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 90% pada tahun 2020.

Meningkatnya pangsa energi terbarukan non-hidro skala besar
menjadi sekurang-kurangnya 5% pada tahun 2020.

Terwujudnya infrastruktur energi yang mampu memaksimalkan akses
masyarakat terhadap energi.

Meningkatnya kemitraan strategis antara perusahaan energi domestik
dengan internasional.

Menurunnya intensitas penggunaan energi sebesar 1% per tahun. 

Meningkatnya penggunaan kandungan lokal dan peran sdm nasional
dalam industri energi.
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Langkah Kebijakan Energi
Langkah intensifikasi meningkatkan ketersediaan cadangan
energi khususnya energi fosil
Langkah diversifikasi meningkatkan penganekaragaman  
penggunaan energi alternatif (batubara,  gas, dan energi
terbarukan)
Langkah konservasi meningkatkan efisiensi pemakaian energi

Langkah intensifikasi meningkatkan ketersediaan cadangan
energi khususnya energi fosil
Langkah diversifikasi meningkatkan penganekaragaman  
penggunaan energi alternatif (batubara,  gas, dan energi
terbarukan)
Langkah konservasi meningkatkan efisiensi pemakaian energi

Pengembangan infrastruktur energi
Penetapan mekanisme pasar
Perlindungan masyarakat tidak mampu
Pelestarian lingkungan
Kemitraan pemerintah dan swasta
Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan litbang dan diklat
Pemberdayaan fungsi koordinasi

Pengembangan infrastruktur energi
Penetapan mekanisme pasar
Perlindungan masyarakat tidak mampu
Pelestarian lingkungan
Kemitraan pemerintah dan swasta
Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan litbang dan diklat
Pemberdayaan fungsi koordinasi
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•
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LANGKAH PENDUKUNGLANGKAH PENDUKUNG
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RencanaRencana AksiAksi
Industri Hulu:

Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara
Panas bumi, Tenaga Air, Energi terbarukan lainnya
Energi Nuklir, Energi baru lainnya

Industri Hilir:
BBM
Gas Pipa
BBG dan LPG
Ketenagalistrikan

Pemanfaatan Energi:
Rumah tangga dan Komersial 
Industri 
Transportasi

Pengembangan SDM
Penelitian dan Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat dalam penyediaan energi

Industri Hulu:
Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara
Panas bumi, Tenaga Air, Energi terbarukan lainnya
Energi Nuklir, Energi baru lainnya

Industri Hilir:
BBM
Gas Pipa
BBG dan LPG
Ketenagalistrikan

Pemanfaatan Energi:
Rumah tangga dan Komersial 
Industri 
Transportasi

Pengembangan SDM
Penelitian dan Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat dalam penyediaan energi

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
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IMPLEMENTASI KENIMPLEMENTASI KEN

Kebijakan Energi Nasional (KEN) akan menjadi acuan bagi
semua pelaku sektor energi sehingga kebijakan sektor
terkait akan saling terintegrasi dan terkoordinasi dengan
baik

Pelaksanaan KEN secara konsisten akan memberikan
manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan keamanan
pasokan energi secara nasional ( ) 
yang mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan

Kebijakan Energi Nasional (KEN) akan menjadi acuan bagi
semua pelaku sektor energi sehingga kebijakan sektor
terkait akan saling terintegrasi dan terkoordinasi dengan
baik

Pelaksanaan KEN secara konsisten akan memberikan
manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan keamanan
pasokan energi secara nasional ( ) 
yang mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan

§

§

§

§

energy security of supplyenergy security of supply
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Bidang KetenagalistrikanBidang Ketenagalistrikan
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Asas Kebijakan Penyelenggaraan KetenagalistrikanAsas Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
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•
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•

Efisiensi
Berkeadilan
Kebersamaan
Optimasi ekonomis
Berkelanjutan
Mengandalkan kemampuan
sendiri
Keamanan dan keselamatan
Kelestarian fungsi lingkungan
hidup

Efisiensi
Berkeadilan
Kebersamaan
Optimasi ekonomis
Berkelanjutan
Mengandalkan kemampuan
sendiri
Keamanan dan keselamatan
Kelestarian fungsi lingkungan
hidup
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Tujuan Penyelenggaraan Usaha KetenagalistrikanTujuan Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan

•

•

•

•

Menjamin tersedianya tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas
yang baik, dan harga yang wajar

Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha
ketenagalistrikan mendorong Badan
Usaha di dalam negeri menjadi lebih
efisien dan mandiri agar mampu
berperan dan bersaing di dalam dan di
luar negeri

Menjamin tersedianya tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas
yang baik, dan harga yang wajar

Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha
ketenagalistrikan mendorong Badan
Usaha di dalam negeri menjadi lebih
efisien dan mandiri agar mampu
berperan dan bersaing di dalam dan di
luar negeri
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INDONESIA

BATAM

TARAKAN

NTT

NTB

PAPUA

MALUKU DAN MALUKU UTARA

SULSELTRA

SULUTTENGGO

KALTIM

KALSELTENG

KALBAR

BANGKA BELITUNG

LAMPUNG

SUMSEL,JAMBI,BENGKULU

RIAU

SUMBAR

SUMUT

NAD

JAMALI

201320082003PROPINSI / WILAYAH

Rasio Elektrifikasi (%) Yang Ingin Dicapai Di Propinsi Atau Sistem Tenaga Listrik

75.263.554.8

100.096.068.7

100.087.966.0

37.228.722.4

40.733.128.4

42.634.027.4

89.764.348.3

58.155.753.7

63.053.546.2

91.165.449.8

73.661.251.1

78.957.343.3

87.171.757.8

78.750.734.0

65.849.938.6

56.947.138.5

94.372.960.5

93.278.267.1

86.569.856.2

77.367.359.5
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7395

KEKURANGAN 
DAYA s.d 

2013

(MW)

26

36

42

34

305

251

90

46

125

2,5

749

712

5743

COMMITED 
PROJECT

(MW)

332

109

172

157

110

885

509

406

524

326

130

2805

2051

24319

BEBAN 
PUNCAK

TH. 2013 

(MW)

432BATAM

152NTT

241NTB

228PAPUA

153MALUKU & MALUKU UTARA

1195SULSELTRA

712SULUTTENGGO

548KALTIM

733KALSELTENG

440KALBAR

176BABEL

SUMBAGSEL-SUMBAR-RIAU 3646

2666SUMBAGUT

31615JAMALI

KEBUTUHAN 
DAYA 

SISTEM 
TH.2013 

(MW)

PROPINSI /WILAYAH

Kebutuhan Dan Penyediaan Tenaga ListrikKebutuhan Dan Penyediaan Tenaga Listrik

Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Listrik Per Propinsi/Wilayah s.d Tahun 2004 - 2013 :Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Listrik Per Propinsi/Wilayah s.d Tahun 2004 - 2013 :
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59

ET 
Lainnya

445

BIOMASA

39588

Total

807

PLTP

4200714834911109512333MW

PLTAPLTGUPLTGPLTDPLTU
Jenis

Pembangkit

Pangsa Energi Untuk PembangkitPangsa Energi Untuk Pembangkit

ET Lainnya
0.1%

PLTP
2%

PLTA
11%

Biomass
1.1%

PLTGU
18%

PLTG
9%

PLTD
28%

PLTU
31%

Sampai akhir tahun 2002, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional : 
39.588 MW yang terdiri atas milik PLN 21.112 MW (53,3 %) dan non PLN 18.476 MW 
(46,7 %)

Pangsa energi terbarukan (tenaga air, panas bumi dan biomassa) untuk
pembangkitan tenaga listrik masih kecil (14 %)

Sampai akhir tahun 2002, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional : 
39.588 MW yang terdiri atas milik PLN 21.112 MW (53,3 %) dan non PLN 18.476 MW 
(46,7 %)

Pangsa energi terbarukan (tenaga air, panas bumi dan biomassa) untuk
pembangkitan tenaga listrik masih kecil (14 %)

•

•

•

•
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